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Jenis Pajak . Pajak Pertambahan Nilai
Tahun Pajak 1 2007
Pokok Sengketa . bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi

Pajak Pertambahan Nilai Masukan Masa Pajak April 2007 sebesar
Rp.10.368.140,00;

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan klarifikasi ulang, melakukan penelitian formal terhadap
faktur yang disengketakan, meminta Pemohon Banding melengkapi dokumen agar
dapat dilakukan pengujian arus uang dan arus barang. Berdasarkan hal tersebut,
argumentasi Terbanding dalam mempertahankan Koreksi Pajak Pertambahan Nilai
Masukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 9 jo. Pasal 13 ayat (5)
Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai jo. KEP-754 sebagai berikut:

Tanggal
No. Nomor- Faktur Fakgtgr Jumlah Hasil Penelitian
Pajak )
Pajak
1 010-000.07.000 10-Apr-07 1.919.000 Mempertahankan koreksi Pemeriksa atas Faktur
00068 Pajak dengan nomor 010-000.07.000 00068
tanggal 10 April 2007 sebesar Rp1.919.000,00
mengingat Pemohon Banding tidak dapat
menunjukkan bukti-bukti yang memadai untuk
menguiji arus uang dan arus barang.
2 010-000.07.000 13-Apr-07 655.000 Mempertahankan koreksi Pemeriksa atas Faktur
00070 Pajak dengan nomor 010-000.07.000 00070

tanggal 13 April 2007 sebesar Rp1.919.000,00
mengingat Pemohon Banding tidak dapat
menunjukkan bukti-bukti yang memadai untuk
menguji arus uang dan arus barang.
3 010-000.07.000 19-Apr-07 3.619.000 Mempertahankan  koreksi Pemeriksa atas
00071 Faktur Pajak dengan nomor 010-000.07.000
00071 tanggal 19 April 2007 sebesar
Rp3.619.000,00 mengingat Pemohon Banding
tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang
memadai untuk menguji arus uang dan arus

barang.
4 010-000.07.000 23-Apr-07 812500 Mempertahankan koreksi Pemeriksa atas Faktur
01547 Pajak dengan nomor 010-000.07.000 01547

tanggal 23 April 2007 sebesar Rp812.500,00
mengingat Pemohon Banding tidak dapat
menunjukkan bukti-bukti yang memadai untuk
menguji arus uang dan arus barang.

Jumlah 7.005.500

Menurut Pemohon : bahwa yang menjadi pokok sengketa materi dalam pengajuan banding ini adalah
koreksi Pajak Pertambahan Nilai Masukan Masa Pajak April 2007 sebesar
Rp.10.368.140,00 yang mana menurut Penelaah Kantor Pusat bahwa dari Prosedur
konfirmasi PK-PM jawaban dari KPP Penjual dijawab tidak ada;

Menurut Majelis . bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah Koreksi atas Pajak
Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.7.005.500,00 untuk Masa Pajak
April 2007, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa dalam persidangan Terbanding menjelaskan alasan koreksinya bahwa pada
saat keberatan oleh Terbanding telah diterima sebagian dan koreksi yang
dipertahankan adalah karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan arus
barang dan arus uang dari faktur pajak masukan Pemohon Banding. Pada saat
pemeriksaan atas konfirmasi yang Terbanding telah lakukan, namun belum ada
jawaban dari Kantor Pelayanan Pajak terkait. Pada proses keberatan, Terbanding
melakukan kembali konfirmasi, selain itu Terbanding juga melakukan penelitian atas
arus barang dan arus uang atas faktur pajak masukan tersebut dan menurut
Terbanding terdapat beberapa faktur pajak yang tidak sah sebagai faktur pajak
standar;

bahwa atas pernyataan Terbanding, Pemohon Banding menanggapi bahwa Pajak
Masukan yang dikoreksi oleh Terbanding karena jawaban dari Kantor Pelayanan
Pajak terkait jawaban konfirmasi “Tidak Ada”. Berdasarkan Undang-undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 33 tentang tanggung renteng,
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anding, mengungkapkan bahwa Pemohon Banding telah menunjukkan
putusan.mahka@i@g@%@.q}éﬁa telah dibayar sehingga Pemohon Banding tidak sependapat
dengan Terbanding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak dapat
membuktikan pajak telah dibayar dan Pemohon Banding mengakui bahwa tidak
dapat membuktikan arus barang tapi mampu membuktikan arus uang;

bahwa Pemohon Banding juga beralasan karena Pemohon Banding sering
berpindah-pindah tempat maka dokumen arus barang tidak dapat ditemukan, dan
juga dipinjam oleh BPKP dan belum kembali;

bahwa selanjutnya Majelis mempersilahkan Pemohon Banding dan Terbanding
untuk melakukan Uji Kebenaran Bukti Materi;

bahwa pada saat uji kebenaran materi Pemohon Banding menyerahkan data dan
dokumen sehubungan dengan Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.7.005.500,00
berupa:

1.Faktur Pajak ;
2.Rekening Koran OCBC Bank;
3.General Ledger ;

bahwa atas data dan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding
menyatakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.7.005.500,00, Terbanding telah
melakukan pengujian arus uang dan arus barang dan Pemohon Banding tidak dapat
menunjukkan bukti-bukti untuk menguji arus barang. Pemohon Banding hanya
menyampaikan rekening Koran dan Faktur Pajak tanpa menyampaikan bukti untuk
menguiji arus barang;

bahwa atas pendapat Terbanding dalam uji bukti, Pemohon Banding menyatakan
hal-hal sebagai berikut :

Pemohon Banding tidak setuju, karena menurut Pasal 33 Undang-undang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000 mengenai tanggung
renteng, sepanjang pembeli tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah
dibayar, kenyataannya Pemohon Banding telah membayar dan demi keadilan
Pemohon Banding serahkan ke Majelis Hakim;

bahwa berdasarkan data, keterangan dalam berkas sengketa dan keterangan para
pihak dalam persidangan serta hasil uji kebenaran material, diketahui hal -hal sebagai
berikut :

bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menurut Terbanding adalah sebesar
Rp.1.737.736.311,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar
Rp.1.744.741.811,00;

bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor:
LAP-001/TOPN/PJ.0401/2012 tanggal 5 Januari 2012, Terbanding melakukan
koreksi Pajak Masukan Masa April 2007 atas 4 faktur pajak yang berdasarkan hasil
konfirmasi kepada KPP penjual dijawab “Tidak Ada”;

bahwa pada proses keberatan, Terbanding menolak keberatan Pemohon banding
dan tetap mempertahankan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp7.005.500,00;

bahwa rincian Pajak Masukan yang tetap dipertahankan oleh Terbanding adalah
sebagai berikut:

Tanggal
No, oo Faktur Falktur Jumlah Hasil Penelitian
Pajak .
Pajak
1 010-000.07.000 10-Apr-07 1.919.000 Mempertahankan koreksi Pemeriksa atas Faktur
00068 Pajak dengan nomor 010-000.07.000 00068
tanggal 10 April 2007 sebesar Rp1.919.000,00
mengingat Pemohon Banding tidak dapat
menunjukkan bukti-bukti yang memadai untuk
menguji arus uang dan arus barang.
2 010-000.07.000 13-Apr-07 655.000 Mempertahankan koreksi Pemeriksa atas Faktur
00070 Pajak dengan nomor 010-000.07.000 00070

tanggal 13 April 2007 sebesar Rp655.000,00
mengingat Pemohon Banding tidak dapat
menunjukkan bukti-bukti yang memadai untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

. menguiji arus uang dan arus barang.
puwsan'@ahk@f&%ﬁg%g'gongpr-OY 3.619.000 Mempertahankan  koreksi Pemeriksa atas
00071 Faktur Pajak dengan nomor 010-000.07.000
00071 tanggal 19 April 2007 sebesar
Rp3.619.000,00 mengingat Pemohon Banding
tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang
memadai untuk menguji arus uang dan arus

barang.
4 010-000.07.000 23-Apr-07 812500 Mempertahankan koreksi Pemeriksa atas Faktur
01547 Pajak dengan nomor 010-000.07.000 01547

tanggal 23 April 2007 sebesar Rp812.500,00
mengingat Pemohon Banding tidak dapat
menunjukkan bukti-bukti yang memadai untuk
menguji arus uang dan arus barang.

Jumlah 7.005.500

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dipertahankan oleh
Terbanding sebesar Rp.7.005.500,00 dengan alasan bahwa sesuai dengan transaksi
yang dilakukan, Pemohon Banding telah melakukan pembayaran kepada supplier
atas pembelian barang atau jasa, dan Pemohon Banding dapat membuktikan arus
uang;

bahwa terkait pembuktian arus barang, menurut Pemohon Banding karena
Pemohon Banding sering berpindah-pindah tempat maka dokumen arus barang tidak
dapat ditemukan, dan juga ada peminjaman dari BPKP;

bahwa untuk mendukung alasannya, Pemohon Banding menyerahkan fotokopi Surat
Tim Optimalisasi Penerimaan Negara Nomor S-101/OPN.Teknis.3.1.3/X1/2008
tanggal 24 November 2008 Hal : Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan, dan
Dokumen;

bahwa dalam lampiran Surat Tim Optimalisasi Penerimaan Negara Nomor
S-101/OPN.Teknis.3.1.3/X1/2008 tanggal 24 November 2008 a quo, dicantumkan
Daftar Buku, Catatan, dokumen yang Wajib Dipinjamkan Dalam Rangka
Pemeriksaan, meliputi dokumen-dokumen terkait arus uang dan arus barang;

bahwa dalam uji kebenaran materil data Pemohon Banding dengan Terbanding pada
tanggal 3 Desember 2013 diperoleh keterangan bahwa Pemohon Banding dapat
menunjukan bukti untuk pengujian arus uang atas Pajak Masukan sebesar Rp
7.005.500,00 akan tetapi tidak dapat melakukan uji arus barang;

bahwa dalam Pasal 33 undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), diatur :

“‘Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya
bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat
menunjukan bukti bahwa pajak telah dibayar’;

bahwa berdasarkan data dan keterangan di atas serta peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Majelis berpendapat :

bahwa oleh karenanya atas hasil konfirmasi oleh Terbanding yang jawabannya “tidak
ada”, Pemohon Banding telah dapat menunjukkan bukti arus uang dan yang
membuktikan bahwa Pajak Masukan sebesar Rp 7.005.500,00 telah dibayar oleh
Pemohon Banding, sehingga berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan a quo, tidak lagi dapat dibebani tanggungjawab;

bahwa Pajak Masukan sebesar Rp7.005.500,00 tersebut dapat dikreditkan;

bahwa Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar
Rp.7.005.500,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa dengan demikian Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak
April 2007 menurut Majelis adalah sebesar Rp 1.744.741.811,00 dengan perhitungan
sebagai berikut:
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putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Terbanding Rp 1,737,736,311.00

Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp 7,005,500.00

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Majelis Rp 1,744,741,811.00

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;
Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi

Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada
penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang . bahwa oleh karena itu jumlah Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa Masa Pajak April 2007 yang disengk etakan oleh Pemohon Banding
dan dikabulkan Majelis menjadi sebagai berikut :

Uraian Dalam Rp
Dasar Pengenaan Pajak:
- Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri 17,447,418,809.00
- Penyerahan yang tidak terutang PPN -
Jumlah Seluruh Penyerahan 17,447,418,809.00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 1,744,741,811.00
Kredit Pajak 1,744,741,811.00

Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar -
Kelebihan pajak yg sudah dikompensasikan -
PPN yang kurang dibayar -
Sanksi administrasi:
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP -
Jumlah sanksi administrasi -
Jumlah pajak yang masih harus dibayar -

Menimbang . bahwa oleh karena atas jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa
Pajak April 2007 disengketakan versi murni Pemohon sebesar Rp. 7.005.500,00
dikabulkan seluruhnya oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan
kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan
perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang
berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan . Menyatakan Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding
terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-116/PJ/2013 tanggal 19
Maret 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Aprii 2007 Nomor:
00183/207/07/059/12 tanggal 12 Januari 2012 sebagaimana telah dibetulkan
dengan KEP-00056/WPJ.07/KP.0903/2012 tanggal 4 Juni 2012, atas nama XXX,
sehingga penghitungan menjadi sebagai berikut :

Uraian Dalam Rp

Dasar Pengenaan Pajak:

- Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri 17,447,418,809.00
- Penyerahan yang tidak terutang PPN -
Jumlah Seluruh Penyerahan 17,447,418,809.00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 1,744,741,811.00
Kredit Pajak 1,744,741,811.00
Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar -
Kelebihan pajak yg sudah dikompensasikan -
PPN yang kurang dibayar -
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ikian_diput s-(?i Jakarta pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 berdasarkan
puwsan'mahkaﬁ%@)&a@vﬁ '%ajle Is XA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera

Pengganti sebagai berikut :

Drs. Sukma Alam, Ak., M.Sc. sebagai Hakim Ketua,

Drs. Krosbin Siahaan, M.Sc. sebagai Hakim Anggota,
Naseri, S.E.,M.Si sebagai Hakim Anggota,

Antiek Trikoryani, S.H., M.M sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor : PUT. 51150/PP/M.XA/16/2014 diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 oleh Hakim Ketua, dengan
susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sukma Alam, Ak., M.Sc. sebagai Hakim Ketua,

Drs. Seno, S.B.Hendra, M.M. sebagai Hakim Anggota,
Naseri, S.E., M.Si. sebagai Hakim Anggota,
Antiek Trikoryani, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti,
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